BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 201:
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
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Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang

penduduk dan bertempat tingga] g;
desa setempat paling kurang 1 (Satu)
tahun sebelum pendaftarap

bertentangan dengan Pasal 28C
(2) UUD 1945; o 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2004 tentang Pembentukan

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 1 Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran

Tahun 2015 tentang Pemilihan Negara Republik Indonesia Tahun
Kepala Desa secara substansi tidak 2004 Nemar, 205, Tambahgn
lebih jelas mengatur tentang Lot batabh, NEgeps i b
persyaratan Calon Kepala Des a: Indonesia Nomor 4422);

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 2014 tentang Desa (Lembaran

sebagaimana dimaksud dalam huruf ' Negara Republik Indonesia Tahun
a dan huruf b, perlu membentuk ‘ 20 14 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Peraturan Daerah tentang Rﬁpﬂbhk Indonesia Nomor
Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Negara Republik Indo
Tahun 1945;
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. Peraturan Pemerintah Nomor 74
’I‘Tahun 2005 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Polewal; Mamasa
Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160):

. Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerinah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor

o : Wy, .
we A . - I 'q a i w'n i g
- e SRR T e

ik Indonesia Tahun
Tambahan

Republik

Negara Republ
2015 NomoOr AT,
Lembaran Negara
Indonesia Nomor ST17);

8 Peraturan Menter1 Dalam Negerl
Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2092);
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\S PERATURAN
. NOMOR | TAHUN 2015
PANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal |

a xelentuan dalam Peraturan

Darrah Nomor | Tahun 2015 !rmang
Femilihan Kepala Desa (Lembaran
{dactak Kabupastien Polewali Mandar
Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai
et

b B
I}f :.-mr,.}".;

| Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3)

diubah sehinggs Pasal 4 berbunyl
sebhaga: beriout

Pasal 4
| JPemilihan Kepala Desa dapal
dilaksanakan bergelombang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dilaksanakan dengan
mempertimbangkan

a pengelompokan waktu
berakhirnva masa jabatan Kepala
Desa di wilayah Kabupaten,

bkemampuan keuangan
daerah dan/atau

¢ ketersediaan Pegawai Negern Syl
dilingkungan Kabupaten yang
memenuhi persyaratan sebagas

Penabat Kepala Desa

(Z)Ketentuan lebih lanjutl mengenas

Interval waktu pemilibhan kepala
Desa secara




|

Pasal 5

(I)Bupati membentuk panitia
pemilithan kabupaten yang
ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) Tugas panitia pemilihan kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

amerencanakan,
mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan
tingkat kabupaten,

e menyampaikan surat suara dan
kotak suara dan perlengkapan
pemilih.n hmﬁyl m m
pemilihan,

f memfasilitasi penyelesaian
permasalahan pemilihan kepala
Desa tingkat kabupaten /kota,

g melakukan pengawasan

penyeleng;aunn pemﬂihan




(2a)sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

(1)Bakal Calon Kepala Desa yang
mendaftarkan diri menjadi Calon

Kepala Desa harus memenuhi

persyaratan.

(2)Persyaratan menjadi Calon Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;

c. memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, s €IS
mempertahankan dan

Bhinneka Tunggal Ika;

memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan i

) ..'-;.

d.berpendidikan paling r‘e ___
tamat sekolah menenga.h ﬂ _pﬁ p‘m. -__;_._.j__;-'_ ;

atau sederajat dan/atau yang
disetarakan,;

e. berusia paling rendah 25 (dua

puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

f bersedia dicalonkan menjadi

Kepala Desa;

g. dihapus;

h. tidak sedang menjalani hukuman
pidana penjara;

. tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan
pldana penjara paling singkat 5

(lima) tahun atau lebih, kecuali 5

(hma) tahun setelah selesai

-_.-:_;;.j__alam pldana penjara da:n

terbuke kepada pubhk bahwa '

yang bersangkutam pernah' 5

i e




. tidak sedang dicabut hak pilihn
] sedang dicabut pilihnya (2a)Dalam hal seleksi tertulis dan
si tertulis da

sesual dengan putusa

pengadilan yang telaE ) seleksi wawancara sebagaimana

mempunyai kekuatan hukum dimaksud pada ayat (2] huruf

tetap: B q,teknis pelaksanaannya dan
k. berbadan sehat yang dibuktikan :Iil:crm IE: mlalan;iuatuzlcbﬂl lanjut

dengan surat keterangan sehat g L

dari dokter pemerintah; (3)Bakal Calon Kepala Desa dilarang

. tidak pernah menjabat sebagai
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa jabatan,;

m. dihapus

n. tidak memiliki persoalan terkait
keuangan desa dan keuangan
daerah;

o tidak terlibat dalam kasus
penyalahgunaan zat adiktif baik
narkotika maupun psiko tropika | fj_'it‘ " K

p. membuat pakta integritas ﬁ

ditandatangani dlhadap i 2

mihh .




Bakal calon kepala desa yang
mendaftarkan diri wajib menyerahkan
dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4)
terdiri atas :

a. surat keterangan sebagai bukti
warga negara Indonesia dari
Pejabat yang berwenang

b. surat pernyataan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel
atau bermaterai cukup

c. surat pernyataan memegang
teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat
oleh yang bersangkutan diatas
kertas segel atau bermaterai
cukup |

d. ijazah pendidikan formal dari

i
. i
[ - - = | | IF
",
el
- = 1
K ]
- -t r . [ r ) & ! ; g
¥ ). 3 L s i i - . il - |I - .. 4
y i ; " iy N & B ¥/ -
e b 2 o o A Py, 8 " - ik,
- B g TR R O o 32 7 T
i e~ P iy L
i bt 5 S = L B . o o
i | 1 e :
; ; . = drgte S = - o
el 4 - - a

tingkat dasar sa

pernyataan dari pejabat yang
berwenang;

! e akta kelahiran atau surat
keterangan kenal lahir;

f surat pernyataan bersedia
dicalonkan menjadi kepala desa
yahg dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel
atau bermaterai cukup,

g. dihapus.

] h. surat keterangan dari ketua
pengadilan bahwa tidak pernah
dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan
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HMah g4 it U Aan sehy
k ITIUH] Da(‘rah. |
* SUrat kﬁ“'tt’:‘ra ’ ayat (3) diubah sehingga Pasal 53
Daerah K Egan darj jf‘men talh berbunyi sebagai berikut
ADupate -
B tNyatg 1dan gypg,
bers.: *n dari ; Pasal 53
Sdngkl.ltan b: yang
menjad; thatidakp@mqh (1)Calon kepala Desa yang
ey Kepala Desg selam;: . memperoleh suara terbanyak dari
ga) kalj masajabatan ol jumlah suara sah ditetapkan
e &~ l : sebagai calon kepala Desa terpilih.
' , “,»:::n;‘:-'.i_ﬁ..-.'-m"l v ; dll]:ﬂ.pus:
2 ale
..,,}w:% m.surat kE‘tE‘I‘angan L (2)Dalam hal calon kepala Desa yang
oy dari1 | €has temuanp memperoleh suara terbanyak lebih
I]StanSlyang bE‘I‘wenang, dari 1 (satu) orang, calon terpilih
. surat k@tt’rangan hebas riariee ditetapkan berdasarkan wilayah
dan psikotropika dari pihak ok perolehan suara sah yang lebih luas.
berwenang 2
‘ (3) Pelaksanaan perolehan suara sah
0. dihapus: yang lebih luas sebagaimana
p. surat pernyataan telah 5 lima) dimaksud pada ayat (2) diatur
tahun selesai menjalani hukuman , Senn farehaom Bupatl
yang diancam dengan pidana | 6. Ketentuan dalam Pasal 67 diubah
penjara paling singkat 5 (lima) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai
tahun atau lebih yang dibuat oleh j berikut :

yang bersangkutan dan diketahui
oleh pejabat yang berwenang.

q. surat pakta integritas yang
ditandatangani dihadapan
panitian pemilihan kepala Desa;

al 53 ayat (2) dan

5. Ketentuan dalam Pas
16
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kepada Desa dibebankan pada " ktpﬂll desa ﬁﬁ‘lm.‘“ oleh
APBD ' de

(Z2)Pemilihan kepala Desa antar wakty :
melalui musyawarah Desa
dibebankan pada APB Desa

F 3 pcngajwtﬁ Biaya ”’tﬂim

/I Ketentuan dalam Pasal 70 dengan beban mmm f
d"ﬂmh'ﬂ}‘knn ] '.lti]’ HYHI ynkr“ a}'ﬂ' "uit'. '.‘f;ii‘. ..’m
(3) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai % Penjabat kepala desa paling

berikut i m f.lhh- ” -u- 30

Pasal 70

(I)Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68
diselenggarakan paling lama dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak Kepala Dtu
diberhentikan.

(2)Kegiatan musyawarah 1

sebagaimana dimaksud m
(1) meliputi :

a sebelum penyall
mu:yuunh M C

""""




6. penctapan calon kepala dane
antar waktu oleh Panitig

pemilihan paling sedikit 2 (dua)
orang calon dan paling banyak 3

pemungutan suara yang telah
disepakati oleh musyawarah desa;

= g

4. pelaporan hasil pemilihan calon

(tiga) orang calon yang dimintakan kepala desa oleh panitia
pengesahan musyawarah desa pemilihan kepada musyawarah

untuk ditetapkan sebagai calgn il desa;

yvang berhak dipilih dalam ‘; - 5. pengesahan calon terpilih oleh
b musyawarah desa;

musyawarah desa.
6. pelaporan hasﬂ

desa yang meliputi kegiatan :
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teknis pelaksanaan pemi

dilakukan oleh panitia pemil """
2. pengesahan calon kepala d

yang berhak dipil i

musyawarah desa **

*-u

musyawarah muf% e
melalui pcmungUtan

3. pelaksanaan pemil "E
desa oleh pa tia p
melalui mek

mufakat
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